
GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN 
DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah 
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Petemakan 
Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja pengawasan 

dan sertifikasi benih perkebunan Provinsi Kalimantan 
Barat, maka Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 
yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur 

Nomor 88 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian 
dan perubahan; 

c. bahwa. berdasarkan pertimbangan seba.gaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106) ;  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5613); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ 
KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran 
dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415) ;  
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 9017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);  

1 1.  Peraturan Daerah Norn.or 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 5); 

12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 56); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PENG AWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2017 Nomor 88), diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 

4. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan 
Barat. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 
Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan 
yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Perkebunan adalah unit teknis operasional yang melaksanakan 
kegiatan teknis tertentu dibidang pengawasan dan sertifikasi benih 
perkebunan. 

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10 .  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

1 1 .  Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

12.  Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada instansi pemerintah. 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah. 

15 .  Benih tanaman perkebunan yang selanjutnya disebut benih adalah 
tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan 

atau mengembangbiakkan tanaman. 

16. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku 
mencakup mutu fisik, genetis, fisiologis dan/atau kesehatan benih. 

17. Kebun sumber adalah pertanaman varietas unggul perkebunan yang 
dibangun untuk tujuan khusus sebagai penghasil benih sumber. 

18.  Benih sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 
memproduksi benih yang merupakan kelasa-kelas benih meliputi benih 
penjenis, benih dasar dan benih pokok. 
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19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman seclah 

melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi 
semua persyaratan untuk diedarkan. 

20. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman 
yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang. 

21. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum 
atau instansi pemerintah yang memiliki izin untuk melaksanakan 
produksi dan mengedarkan benih. 

22. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran 
benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada 
masyarakat. 

23. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara 
berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap dokumen, proses produksi 
dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan 
data lainnya dengan label dan standar mutu yang ditetapkan. 

24. Pengujian mutu benih adalah suatu tindakan pengawasan dan 
pengendalian mutu benih melalui penerapan standarisasi sistem mutu 
yang bertaraf intemasional dalam tingkat laboratorium. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ,  terdiri dari: 

a. Kepala UPT; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih; dan 

d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih; 

(2) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

3. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Bagian Ketujuh 

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 15 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Pejabat Administrator, a.tau Pejabat Pengawas yang memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-ui;ijangan. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai 
keten tuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18A 

(1)  Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan 
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun 
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, 
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan 
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta 
pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 22 

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam 
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan 
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan 
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
bertanggung jawab di Bidang Organisasi. 

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan dan 
Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tetap 
melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal o 

) UBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
e 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ( I 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

A.L. LEYSANDRI 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN 
SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

KEPALA UPT 

I 
SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI 

PENGAWASAN MUTU DAN 

PEREDARAN BENIH 

SEKSI 

PENGUIAN DAN 

SERTIFIKASI BENI 

) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, I 

SUTARMIDJI 


